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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO 

NO.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK 

 

A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Mojokerto 

Pengadilan Agama Mojokerto dibentuk berdasarkan Stablat 1882 

Nomor 152. Pada waktu itu namanya masih Jawatan Kepenghuluan, 

kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi 

Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

45 tahun 1957.1 

Sejarah Singkat Pembentukan Daerah Tk.II di Wilayah PA 

Mojokerto. Kalau kita menyimak sejarah berdirinya Kota Mojokerto, 

maka angan-angan kita tidak bisa lepas dari kebesaran kejayaan Kerajaan 

Majapahit pada masa Pemerintahan Sri Maharaja Hayam Wuruk dengan 

Mahapatihnya yang terkenal dengan Sumpah Palapanya yaitu Patih 

Gajah Mada. 

Sejarah pembentukan Kota Mojokerto sendiri diawali pada 

jaman Hindia Belanda, sesuai dengan SK. Gubernur Jenderal Y. Van 

Limburg Strirrum yaitu Stablat 1918 Nomor 324 tanggal 20 Juli 1918. 

Menurut Surat Keputusan ini, Kota Mojokerto di bentuk sebagai Staat 

Sgemeente. Pada jaman Jepang status Kota Mojokerto berubah menjadi 

                                                             
1 Pengadilan Agama Mojokerto, Sejarah, http://www.pa-mojokerto.go.id/profil/profil-
pengadilan/sejarah.html, diakses pada 25 April 2015 
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Sidi Pemerintah yang mempunyai Wilayah Sendiri. Kemudian antara 

tahun 1945-1990 Kota Mojokerto menjadi Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 

ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto status ini 

berakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1997 

yaitu berubah menjadi Kota Kecil Mojokerto dan terakhir kembali ke 

status sebagai Kota Praja disesuaikan statusnya sebagaimana dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Mojokerto dengan luas Wilayah 

7,25 Km² kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 

1982 luasnya ditambah dengan 6 Desa dari Wilayah Kabupaten 

Mojokerto hingga menjadi 16,46 Km² yang dulunya hanya 1 kecamatan, 

maka sekarang menjadi 2 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan 

Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari dan menurut data statistik tahun 

2007 jumlah penduduknya mencapai 114.088 jiwa. 

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1997 

dengan ditetapkannya Kota Kecil Mojokerto kembali ke status sebagai 

Kota Praja berdasarkan disesuaikan statusnya sebagaimana dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Mojokerto dibagi atas 2 

kepemerintahan yaitu Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Untuk 

Kabupaten Mojokerto luas wilayahnya adalah 826,6 Km² dengan jumlah 

penduduk pada tahun 2007 adalah 936.458 jiwa. Adapun hari jadi 

Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei hal ini diambil dari 

sejarah yaitu pada saat Raden Wijaya (Raja Majapahit yang pertama) 
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mulai mengatur strategi untuk melawan pasukan Tar-Tar dari Cina. 

Waktu ini merupakan titik awal kemenangan Diplomatik dan Militer di 

pihak Raden Wijaya, karena mulai saat tersebut secara bertahap ia 

berhasil mengalahkan pasukan Tar-Tar dalam Tarikh Masehi peristiwa 

tersebut adalah tanggal 9 Mei 1293 akhirnya dengan Keputusan DPRD 

Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 8 

Mei 1993, Tentang Persetujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten 

Mojokerto, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto dengan 

Penetapannya Nomor 230 tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 menetapkan 

bahwa hari jadi Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei 1293. 

Demikianlah sejarah singkat keberadaan Kota dan kabupaten Mojokerto 

yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto. 

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto. Pengadilan 

Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan Stablat 

1882 nomor 152 dimana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu 

itu masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu 

ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka. Dan yang 

menjadi Ketua/Kepala Penghulu waktu itu adalah K.H. zulkifli, hal ini 

berlangsung hingga tahun 1892 dan tahun 1892 Ketuanya di Jabat oleh 

kyai Abdullah hingga masa penjajahan. 

Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di 

Lingkungan Pendopo kabupaten Mojokerto dan pada tahun 1916 Ketua 

Pengadilan Agama Mojokerto di jabat oleh Kyai Abu Bakar sampai 
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dengan tahun 1932, tahun 1933 terjadi lagi pergantian Ketua dari Kiyai 

Abu Bakar kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun 1942 (jaman Jepang) 

lokasi/Kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang 

pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke Serambi Sebelah Utara Masjid 

Jami’ Al-Fatah Mojokerto. Di tempat ini Pengadilan Agama tetap 

melaksanakan tugasnya hingga sampai masa kemerdekaan. Pada masa 

kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati Serambi 

masjid jami’ Al-Fatah dan ketuanya waktu itu di jabat oleh Kapten 

Syua’aib Said menggantikan HM. Sulaiman antara tahun 1947 sampai 

tahun 1950, hal ini terus berlangsung hingga tahun 1971. Selama masa 

itu telah terjadi pergantian Ketua yaitu dari kapten Syua’aib Said 

kemudian K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), KH. Machfudz Anwar 

(tahun 1967-1980). Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto 

pindah tempat dari Serambi masjid Jami’ Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu 

menempati/menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten 

Mojokerto, menempati salah satu ruangan di Kantor Perwakilan 

Departeman Agama tersebut sampai dengan tahun 1974. 

Pada tahun pertengahan 1974, pengadilan Agama Mojokerto 

pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke 

Aula Departemen Agama, namun masih dalam satu atap, di Aula ini 

Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga 

tahun 1979. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati 

Rumah Dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Mojokerto yang lokasinya masih satu komplek dengan Departemen 

Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor) baru tahun 1980 

Pengadilan Agama mendapat proyek untuk balai Sidang Pengadilan 

Agama Mojokerto yang lokasinya dekat rumah dinas yang sedang 

ditempati sebagai kantor saat itu yang selanjutnya antara rumah dinas 

pemberian Pemerintah Daerah tersebut dengan Balai Sidang digabung 

(disambung) menjadi satu atap hingga sekarang. 

Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sampai 

dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan 

Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di 

Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto lokasinya sama satu komplek 

dengan departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama 

tetap menempati kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah Dinas 

sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi hingga sekarang ini. 

Kemudian pada tahun 1985 Pengadulan Agama Mojokerto telah 

mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah daerah Kotamadya 

Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M² terletak dijalan Raya Prajurit 

Kulon No. 17 Kecamatan Prajuritkulon Kotamadya Mojokerto dan 

sebagaimana diantaranya telah dibangun Rumah dinas Pengadilan 

Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun 

kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 

Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut. 
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Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan 

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI NOmor : 25/S-

Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama 

Mojokerto dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto 

dianggap sudah tidak layak lagi sebagai gedung Pengadilan yang 

berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama 

Mojokerto Tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-

01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan alokasi dananya sebesar 

Rp 1.524.000.000,- lalu dilanjutkan pembangunannya pada tahap II pada 

tahun anggaran 2008 dengan dana DIPA Nomor : 

0199.0/005.01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan alokasi 

dananya sebesar Rp 1.120.000.000,- 

 

2. Visi Misi Pengadilan Agama Mojokerto 

Visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah : “Mewujudkan 

supremasi hukum yang bersih, berwibawa dan berkeadilan demi 

terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Hal ini 

mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mojokerto siap bersama-

sama pengadilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi 

menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang 

didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu : 

a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparansi. 
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b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur peradilan dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang 

efektif dan efisien. 

e. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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3. Struktur Organisasi 
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Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan (Ketua/Hj. Musri, SH, 

MH dan Wakil Ketua/Drs. H. Wachid Ridwan) dibantu oleh beberapa 

orang Hakim { Drs. H. Moh. Fadli, SH, MA, Drs. Ah. Fudloli, Drs. 

Chairul Anwar, MH., Drs. Muqoddar, SH, Drs. Abd. Rasyid A., Drs. 

Asfa’at Bisri, Dra. Hj. Zuhrotul Hidayah, SH, Ali Hamdi, S. Ag, Drs. 

AH. Thoha, SH, H. Sofyan Zefry, S. HI, M. SI} serta seorang 

Panitera/Sekretaris ( Abdus Syakur Widodo, S. H). 

Dalam menjalankan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang 

Wakil Panitera/ Sunjoto Imron, S.H., tiga orang Panitera Muda, yakni; 

1. Panitera Muda Hukum  : Supardi, S. H 

2. Panitera Muda Gugatan  : Hj. Astutin, S.H. 

3. Panitera Muda Permohonan : H. Umar Sahid, BA 

Kelompok fungsional kepaniteraan, Panitera Pengganti yakni; 

1. Sri Daryati Utami, SH., 

2. Dra. Farha Wakid, 

3. Taufik, SH, 

Staf kepaniteraan, yakni: 

1. Kodim, S.H 

2. M.M. F. Fikri, S.Sy 

3. Ovi Okta AH, S.H 

4. Hadi W, S.H 

5. A. Adhim, S.H 

6. Titah Athika A, S.H 

7. Abdurahim S, S.HI 

8. Nur Kholis, S.H 

9. S. Nurul J 

10. A. Sulasmono, S.T 
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11. Andri Riantan, S.Kom 

Jurusita/Jurusita Pengganti : 

1. Afni Vina Afifah, SH 

2. Farid Dahlan, SH 

3. Imam Wahyudi, SE 

Kesekretariatan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris/Fanroyen Ali 

Hamka, S.H., dan tiga orang Kepala Sub Bagian, yakni; 

1. Kepala Sub Bagian Keuangan  : Laili hidayati, A.Md 

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Ida Insani Qomariyah, S. H  

3. Kepala Sub Bagian Umum  : Ahmad Romli, S. H  

Staf sekretariat, yakni  

1. Siti Abidah, S.IP. 

2. Wiyanto 

3. Mochamad Rizqy Rachmatulloh,SH. 

4. Abdul Hadi, SH 

5. Mohamad Shodiq 

6. Cahya Agung Priyanoko, SH. 

7. Slamet Waluyo 

8. Zakiyatul Hanifah 

 

4. Kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto 

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 

49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Wewenang tersebut terdiri atas dua wewenang, yaitu: 

a. Kompetensi Relatif  Peradilan Agama 

Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa 

acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum 
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Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh 

karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif 

pengadilan agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau 

pasal 142 R. Bg.jo. pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989. 

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan 

wilayah hukum disebut kompetensi relatif (distributie van 

Rechtsmacht).2 Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah 

wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama di mana apabila terjadi 

sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam 

cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahinya berhak 

untuk mengadili. 

Adapun wilayah yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama 

Mojokerto terdiri dari 20 Kecamatan yang meliputi 

1) Kecamatan Magersari 

2) Kecamatan Prajurit Kulon 

3) Kecamatan Puri 

4) Kecamatan Mojoanyar 

5) Kecamatan Bangsal 

6) Kecamatan Gedeg 

7) Kecamatan Jetis 

8) Kecamatan Sooko 

9) Kecamatan Trowulan 

                                                             
2 H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, Cet. VII, 2007), 44. 
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10) Kecamatan Kemlagi 

11) Kecamatan Dawarblandong 

12) Kecamatan Mojosari 

13) Kecamatan Pungging 

14) Kecamatan Ngoro 

15) Kecamatan Kutorejo 

16) Kecamatan Dlanggu 

17) Kecamatan Gondang 

18) Kecamatan Jatirejo 

19) Kecamatan Pacet 

20) Kecamatan Trawas 

 

b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama 

Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah 

kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau 

jenis pengadilan atau tingkat Pengadilan,dalam perbedaannya dengan 

jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya. 

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di 

kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama 

Islam. 

Pasal 10 UU No. 7 Tahun 1970 menetapkan empat jenis 

lingkungan peradilan dan masing-masing mempunyai kewenangan 
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mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan 

peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan 

peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 

tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang : 

1) Perkawinan 

2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam 

3) Wakaf dan sedekah. 

4) Perekonomian Islam 

Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum 

perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah 

bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh 

karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, perdilan agama dapat 

dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang 

beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. 

Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani 

perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan 

tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala 

syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris 

harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.3 

                                                             
3 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Gema insani Press, 1996), 11 
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Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 

HIR atau Pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 

49 UU No. 7 tahun 1989. 

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan 

yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu:  

a. Fungsi kewenangan mengadili 

b. Memberi keterangan pertimbangan 

c. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang 

d. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam 

tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif 

e. Serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.4 

 

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto 

No.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr Terhadap Pemberian Nafkah Anak 

1. Duduk Perkara 

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili 

perkara - perkara tertentu  dalam tingkat pertama telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan. 

Adapun para pihak yang mengajukan perceraian yaitu A sebagai 

Pemohon dan B sebagai Termohon.  

                                                             
4 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama, (Jakarta: Pustaka 
Kartini, 1993)135 
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Dalam hal ini A bin Y umur  26  tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang 

bakso, tempat tinggal di Dusun Panjer RT 04 RW 03  Desa 

Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Selanjunya 

disebut sebagai Pemohon/Tergugat rekonvensi dengan B binti Z umur 23 

tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di 

Dusun Dakon, Desa Watukenongo Kecamatan Pungging, Kabupaten 

Mojokerto. Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat 

Rekonvensi. 

Dalam Konvensinya Pemohon/Tergugat mengajukan gugatan Pada 

tanggal 15 Agustus 2013 Pemohon telah mengajukan surat 

permohonannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Mojokerto Nomor: 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr yang pada pokoknya 

mengemukakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang 

menikah pada tanggal 05 Juli 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Pungging Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 324/21/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009. Pada saat akad nikah 

dilaksanakan, status Pemohon adalah duda cerai tanpa anak, sedangkan 

Termohon adalah perawan. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon, 

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Panjer RT.04 

RW.03 Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 

selama 4 tahun. Selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan 

Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami 
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isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan dikaruniai 2 orang anak 

bernama: ( C bin A ) umur 3 tahun 2 bulan, yang berada dalam 

pemeliharaan Pemohon dan ( D binti A ) umur 1 tahun, yang berada 

dalam pemeliharaan Termohon. semula kehidupan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 1 tahun 

setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering 

berbeda pendapat dalam segala hal, masalah sepele selalu di besar-

besarkan oleh Termohon, seperti Pemohon yang pulang malam karena 

bekerja Termohon bukannya menyambut dengan ramah, dan memahami 

Pemohon akan tetapi Termohon malah menuduh Pemohon yang bukan-

bukan seperti dari main kerumah teman Pemohon. Akibat dari 

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, 

Termohon telah dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua 

Termohon di Dusun Dakon Desa Watukenongo Kecamatan Pungging 

Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Aantara Pemohon dan Termohon 

telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-

masing, akan tetapi tidak berhasil. Permohonan ini telah memenuhi 

alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Bahwa Pemohon 
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sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat 

kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan 

memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon. 

b. Memberi izin kepada Pemohon ( A bin Y ) untuk menjatuhkan talak 

Satu Raj’i terhadap Termohon ( B binti Z ) di depan sidang 

Pengadilan Agama Mojokerto. 

c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

SUBSIDER 

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon 

mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Dalam Rekonvensi Termohon/Penggugat menyampaikan bahwa 

Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah telah menikah pada 

bulan Nopember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, 

Kabupaten Mojokerto dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang ikut 

bersama Termohon. Tidak benar Pemohon dengan Termohon tinggal di 

rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun sebab pada bulan Juni tahun 

2010 Termohon pernah dipulangkan Pemohon. Tidak benar sejak setahun 

setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah sering 
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bertengkar karena masalah sepele dan mempermasalahkan Pemohon yang 

terlambat pulang, yang Termohon lakukan hanya sebatas mengingatkan, 

sebab Pemohon mestinya pulang kerja jam 21.00 namun Pemohon 

sampai di rumah sering diatas jam 23.00 sementara karena anak 

Pemohon dengan Termohon masih balita Termohon membutuhkan suami 

untuk memberi kasih sayang kepada anak diluar jam kerja, Termohon 

tidak minta diwaktu jam kerja. Tidak Termohon pulang ke rumah 

orangtua Pemohon karena ada pertengkaran, sebab Termohon pulang 

karena dipulangkan  Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2013 sehingga 

Termohon tidak mengetahui Pemohon akan mengajukan cerai ke 

Pengadilan. Termohon keberatan diceraikan Pemohon, sebab Termohon 

masih mencintai Pemohon dan demi masa depan anak-anak Pemohon 

dengan Termohon. Bahwa bila Pemohon tetap berketatapan hati mau 

menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Termohon menuntut nafkah lahir yang tidak diberikan Pemohon sejak 

bulan Juni 2013 hingga Oktober 2013 sebesar Rp 100.000 perhari 

b.  Nafkah batin Rp 100.000,- perhari 

c. Nafkah iddah Rp 100.000,- perhari 

d. Nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,- perbulan hingga anak berumur 25 

tahun 

e. Agar anak ditetapkan dalam asuhan Termohon 

PRIMAIR 
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a. Mengabulkan gugatan Penggugat 

b. Menetapkan anak yang bernama C bin A umur 3 tahun dan anak yang 

bernama D binti A, umur 1 tahun, berada dalam asuhan Penggugat. 

c. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada 

Pemohon berupa : 

1) Termohon menuntut nafkah lahir yang tidak diberikan Pemohon 

sejak bulan Juni 2013 hingga Oktober 2013 sebesar Rp 100.000 

perhari 

2)  Nafkah batin Rp 100.000,- perhari 

3) Nafkah iddah Rp 100.000,- perhari 

4) Nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,- perbulan hingga anak 

berumur 25 tahun 

SUBSIDER 

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon 

putusan yang seadil-adilnya. 

 

2. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim dalam perkara No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr 

yaitu  dilihat dari Konvensi, Rekonvensi, Replik, Duplik dan Rereplik, 

alat bukti serta keterangan dari para saksi. 

Telah di paparkan dalam putusan tersebut replik duplik dan 

rereplik antara pemohon/ tergugat dan termohon/ penggugat yaitu bahwa 

Termohon mengajukan hak asuh anak dan menuntut nafkah materiil 
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untuk mengurus anak sebesar Rp. 10.000.000/ bulan sampai anak 

tersebut berumur 25 tahun. Karena Termohon/tergugat berdalih bahwa 

Pemohon/termohon mempunyai usaha bakso 5 stand dengan perkiraan 

penghasilan satu stand Rp. 5.000.000/hari x 5 stand = Rp. 25.000.000/ 

hari. jadi Pemohan/Tergugat berdalih bahwa tuntutan nafkah anak 

sebesar Rp.10.000.000/bulan adalah wajar. 

Atas gugatan Termohon/Penggugat tersebut Pemohon/tergugat 

memaparkan akan memenuhi kewajiban memberikan nafkah materiil 

kepada anak-anaknya, tetapi tidak sanggup jika memberikan nafkah anak 

sebesar Rp. 10.000.000/bulan yang telah disebutkan oleh 

termohon/penggugat. Kerena termohon berdalih bahwa usaha atau 

pekerjaannya sebagai pegawai orang tuanya sebagai penjual bokso bukan 

orang yang memiliki usaha bakso tersebut. Namun Pemohon/Tergugat 

menyanggupi nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000/bulan, 

Selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dengan beberapa 

bukti berupa Foto cofy Kartu Tanda Penduduk nomor : 

3516033112490003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil 

Kabupaten Mojokerto, tanggal 1 Nopember 2012 dan Foto copy  Kutipan 

Akta Nikah Nomor : 324/21/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, tanggal 6 

Juli 2009. 

Selain bukti surat  Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi 

yaitu: 
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Pertama dari pihak Pemohon/Tergugat, dengan kesimpulan saksi 

mengetahui bahwa Pemohon masih memberikan susu, jajan, pempers dan 

keperluan anaknya selama Pemohon dan termohon tidak serumah. 

Terkadang Pemohon masih menyuruh saksi untuk mengantarkan 

anaknya. Pemohan mempunyai pekerjaan menjual bakso milik 

orangtuanya. Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon tetapi yag 

saksi tau bahwa pegawai yang bekerja di usaha orang tanya digaji Rp. 

600.000/perminggu karena saksi juga bekerja disitu 

Kedua dari pihak Termohon/Penggugat menyatakan bahwa 

Pemohon/Tergugat mesih memberikan susu, jajan pempers dan keperluan 

lainnya jika Pemohon di SMS Termohon terlebih dahulu. Saksi 

mengutarakan bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual bakso bersama 

dengan ibu Pemohon. Dan saksi berdalih bahwa penghasilan Pemohon 

sekitar Rp. 5.000.000 sampai Rp. 6.000.000/ perhari 

Pemohon dan termohon menyampaikan kesimpilan secara lisan 

yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, kedua belah 

pihak mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang 

seadil-adilnya. 

 

3. Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 

1735/Pdt.G/2013/P.Mr adalah menimbang dari rekonvensi Penggugat 

yaitu: 
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a. Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 

dua orang anak yang bernama (C bin A), umur 3 tahun 2 bulan, yang 

berada dalam pemeliharaan Pemohon dan (D binti A ), umur 1 

tahun. 

b. Nafkah untuk dua orang anak hingga berumur 25 tahun sebesar Rp 

10.000.000. 

c. Nafkah yang belum diberikan sejak bulan Juni 2013 hingga 

Nopember 2013 sebesar Rp 3.000.000/bulan. 

d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000. 

Atas gugatan Penggugat pada huruf (a) tentang pemeliharaan dua 

orang anak yang bernama ( C bin A ), umur 3 tahun 2 bulan, dan ( D binti 

A ), umur 1 tahun Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan bahwa 

anak yang pertama yang bernama C bin A diasuh oleh Tergugat dan anak 

ke dua yang bernama D binti A, diasuh oleh Penggugat dan atas 

keterangan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu 

demi kepentingan anak, maka anak yang pertama yang bernama ( C bin 

A ), umur 3 tahun 2 bulan ditetapkan dalam asuhan Tergugat, sedang 

anak ke dua yang bernama (D binti A), umur 1 tahun ditetapkan dalam 

asuhan Penggugat. 

Gugatan Penggugat pada huruf (b) berupa nafkah dua orang anak 

sebesar Rp 10.000.000,- hingga anak berumur 25 tahun sudah tidak 

beralasan dan tidak tepat karena kedua anak tersebut tidak dapat 

diprediksi apakah masih hidup atau tidak, sudah kawin atau belum, 
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begitu juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa anak 

pertama yang bernama C bin A, umur 3 tahun telah ditetapkan dalam 

asuhan Tergugat, oleh karena itu dengan memperhatikan penghasilan 

Tergugat yang bekerja sebagai penjual bakso dan memperhatikan umur 

anak saat ini baru 3 tahun, maka sesuai maksud pasal 41 huruf (b) 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149  huruf (d) Kompilasi 

Hukum Islam Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah satu 

orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat,  bernama D binti A, 

umur 1 tahun minimal sebesar Rp 750.000, setiap bulan, terhitung sejak 

bulan Februari 2013 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.  

 

4. Putusan Hakim 

Putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto memutuskan 

perkara perceraian No.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr terhadap nafkah anak 

sebagai berikut: 

Konvensi Pemohon/Tergugat : 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon. 

b. Memberi izin kepada Pemohon ( A bin Y ) untuk menjatuhkan talak 

Satu Raj’i terhadap Termohon ( B binti Z ) di depan sidang 

Pengadilan Agama Mojokerto. 

c. Menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah kepada Termohon. 

Rekonvensi Termohon/Penggugat : 

a. Mengabulkan gugatan Termohon untuk sebagian. 
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b. Menetapkan anak yang bernama C bin A umur 3 tahun berada dalam 

asuhan Pemohon dan anak yang bernama D binti A, umur 1 tahun, 

berada dalam asuhan Termohon. 

c. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada 

Pemohon berupa : 

1) nafkah satu orang anak yang bernama D binti A, umur 1 tahun, 

minimal sebesar Rp 750.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan 

Februari 2014 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. 

2) nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp 3.000.000. 

3) nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000. 

4) Menolak untuk selain dan selebihnya. 

Putusan Konvensi dan Rekonvensi : 

a. Memerintahkan kepada Pemohon rekonvensi untuk menyelesaikan 

pembayaran mut’ah, nafkah anak dan nafkah iddah kepada Termohon 

rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini  sesaat 

sebelum dilaksanakan pengucapan ikrar talak. 

b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

kepada Pemohon. 




